
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
NOMOR : 11 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PERBENGKELAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUILAN YANG MAHA ESA
BI.TPATI TOBA SAMOSIR

McMiimbang : a. balivva dengan meningkatnya kegiatan usaha perbengkelan kendaraan
benrnotor, maka. perlu dilakukan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan
pengendalian melalui perizinan agar dapat diaralikan untuk tujuan-tujuan
positifdalam menunjang perkembangan dan pembangunan Kabupaten Toba
Samosir;

b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu diatur dengan suatu Peraturan
Daeniii.

1. Undang-undang Nomor 13 Tahnn 1980 tentang Jalan;
2. Undang-undang Nomor 8 TaJum 1981 tentang Hukum Acara Pidana

(Lembaran Negara Taliun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3209),

3. Undang-undang Nomor H tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3480);

4 . Undnng-mulangNomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, sebagaimana tclah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun
2000 tentang Perubahan Alas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Taliun 2000
Nomor 246, Tambahan Lembaran NegaraNomor 4048);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten
Daerah Tingkat 11 Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II
Mandating Natal (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 188, Tambalian
Lembaran Negara Nomor 3794);

6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Taliun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839);

7. Undang-undang Nomor 25 Taliun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Taliun 1999
Nomor 72);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian
Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada
Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Taliun 1993 tentang Kendaraan dan
Pengemudi ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Taliun 2000 tentang Keweuangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Teknik Penyusunan Peraluran Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan
Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan
Keputusan Presiden.

Menginguf
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Dengan persetujuan

DEW AN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TOBA SAMOSIR.

M E M U T U S K A N:

Menetapkan •. PERATURAN D AERAH KABU? ATEN TOBA SAMOSIR TENTANG RETRIBUSI
Y7JN USAH.APE8RENGEELAN RENO ARAAN BERMOTOR.

BARI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalani Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Kabupaten Toba Samosir.
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Samosir.
c. Bupati adalah Bupati Toba Samosir.
d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerali yang selanjutnya disebut DPRD adalah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerali Kabupaten Toba Samosir.
d. DLLAJ adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Toba

Samosir.
e. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Toba Samosir.
£ Usaha Perbengkelan adalali Usaha Perbengkelan Kendaraan Bermotor.
h. Pengusaha adalali setiap Orang atau Badan yang bergerak dibidang Usaha

Perbengkelan Kendaraan Bermotor yang Berdomisili di Kabupaten Toba
Samosir.

i. Bengkel adalah setiap Kegiatan Usaha yang melaksanakan pembuatan
pcrbaiknn terhadap bagisui-bagian dari suatu Kendaraan Bermotor termasuk
Polumasnn, pencucian dan pengecetan baik untuk melayani Umum maupun
mluk lopiihiiin iiendiri

j. Kendaraan Bermotor adalali setiap Kendaraan yang digerakkan oleh
peralalan Teknik yang berada pada Kendaraan itu yang digunakan untuk
mongangkut Orang atau Barang di Jalan selain dari pada Kendaraan yang
berjalan di atas Rel.

k. Pemeriksaan adfilah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan
mengolaJi data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kevvajiban perpajakan Daerali dan Retribusi dan untuk tujuan
lain daJam rangka melaksanakan ketentuan peraturan Perundang-undangan
perpajakan Daerali dan Retribusi.

L . Retribusi Daerali yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan
daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingnn orang pribadi atau badan.

in. Surat Ketetapan Retribusi Daerali yang selanjutnya disingkat SKRD adalali
Surat ketetapan Retribusi yang menentukan besamya pokok Retribusi.

n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah secara Jabatan yang selanjutnya disebut
SKRD secara Jabatan adalali penetapan Retribusi Daerali berdasarkan
kuasa dan wewenang yang melekat pada Jabatan apabila Pejabat yang
bersangkutan menganggap SPTRD tidak wajar dan/atau tidak benar sesuai
dengan kenyataan yang ada

o. Surat Tagihan Retribusi Daerali yang selanjutnya disingkat STRD adalah
Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrate
benipabunga dau/atau denda
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p. Sural Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya diaingkat SPTRD
adalah: . surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan
perhitungan dan pernbayaran retribusi terhutang menurut aturan perundang-
undangan yang berlaku.

q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat
SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah
kelebihan pernbayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar
daupadaRebibusi yas\^ tevutaug,atau tvdak sebarusuya terutang.

v . 'Sur'b. Ymvvtah ’bkeubayar Ŷ eXebhvaxv Rstrtoust yang dengaw
SPYSYR ada\da 'Surat peurvVab yarvg d\Re\uaikarv a\e\v Ruptsir VepadaRas
Daerah untuk meugembahkarv kelebihan Retribusi kepada vjaj\b Retribusi
atas pennohonan yangbertsangkutan.

s. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan
yang dilakukan oleh Pegawai "Negeri Sipil, untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana di
bidang Retribusi yangterjadi serta menemukan tersangka. '

I
i

BAB n
P E R I Z I N A N

Pasal 2

( 1 ) Seliap orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan Usaha
Perbengkelsui Kendaraan Bermotor harus mendapat Izin dari Bupati .

(2) Tala earn pengajunn Izin sebagaimana dimaksud ayai (1) Pasal ini
(liletapkun dengan Keptilusiui Bupati.

BAB m
NAM A, OBYEK, SUBYEK

DAN GOLONG /tN RETRIBUSI.

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Izin Usalia Perbengkelan dipungut Retribusi kepada
setiap Orang atau badan Hukum yang menyelenggarakan Usaha Perbengkelan
Kendaraan Bermotor.

Pasal . 4

Obvek Retribusi adalah setirip pemberian Izin Usaha Perbengkelan Kendaraan
Bermotor kepada Orang Pribadi atau badan Hukum.

Pasal. 5

Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi atau badan Hukum yang memperoleh
Izin Usaha Perbengkelan Kendaraan Bermotor.

Pasal 6

Retribusi Izin usaha Perbengkelan Kendaraan Bermotor termasuk golongan
Retribusi Perizinan tertentu.
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:BAB IV

t: CAB.AMEHG\5KOTL TIUGBLAT VEUGGWAAH 5 ASA \
V-AS'AI >

TmftV.nl penftftumvAn yasn Retnbusv Van \Jsaha VerbengVeVan "K.en<lnraan
Honnnior ncihnpnmr.mii (lirnnkiuHl Pnnnl (Viukur clcngnn tolnk ukur pcmakninn
peinlulnu/vilul peuibnulu, deugsui lipv> sebagai borikul:
;u Tipe A adalah yang mempergunakan peralatan teknologi standar nasionai

yang niempekerjakan lebih dari 10 (sepuluh) orang dan memiliki sumber
dava manusia yang terampil.

b. Tips B adalah yang mempergunakan peralatan teknologi tepai guna dengan
mempekerjakan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) orang.

c. Tipe C adalah yang mempergunakan peralatan secara manual dan
mempekerjakan 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) orang”.'

B A B Y

PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR
DAN 11KSAUNY A TAKIK RFTKTnUSI

Pasal 8

Prinsip Penetapaji Tarif Retribusi Izin Usalia Perbengkelan Kendaraan Bermotor
adalah untuk biaya Adminislrasi, Pengawasan Lapangan, Survey Lapangan dan
biaya Pembinaan.

Pasal 9

(1 ) Slniktur besamya Taril* Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7,
ditetapkan sebagai berikut :
a. Retribusi untuk Pcncucian, Pelumasan Kendaraan Bermotor

Tipe A
Tipe B
TipeC

b. Retribusi untuk Pengccetan Kendaraan Bermotor
Tipe'A
TipeB
TipefC ..

c. Retribusi untuk Perbaikan kerusakan Mesin Kendaraan
Berrootor Roda Tiga dan Sepeda Motor
Tipe'A
Tipe B
TipehC

d. Retribusi untuk Perbaikan kerusakan Mesin Kendaraan
Beintotor Roda Empat alau lebih
Tipe.A
TiperB
TipeC

e. Pveribusi untuk Pembuatan/Perbaikan Konstruksi
Bak/Karoseri Kendaraan Bermotor
Tipe A :
TiperB
TipefC ;

.Rp. 50.000,-

.Rp. 30.000,-

.Rp. 20.000,-
.Rp.100.000,-
.Rp. 70.000,-
.Rp. 50.000,-

.Rp.100.000,-

.Rp. 60.000,-

.Rp. 30.000,-

.Rp.150.000,-

.Rp.100.000,-

.Rp. 70.000,-

.Rp.100.000,-

.Rp. 70.000,-

.Rp. 50.000,-
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!-(2) Hasil Pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini
disetor ke Kas Daerah sesuai dengan prosedur atau Perundang-undangan
yang b>rlaku.

(3) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku untuk 1
(satu) $&liun.

BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10I
(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan.

Pasal 11

(1) Berdaskrkan Pengisian SPTRD diterbitkan SKRD.
(2) Dalamlhal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana

mestinya, maka diterbilkan SKRD secara Jabatan.
(3) Bentulc dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan

derigaitKepulusan Bupati.

S Pasal 12

( 1 ) Apabilit berdasarkan basil Pemeriksaan ditemukan data baru dan data yang
semula behun tcrungkap yang inenyebabkan Penambahan Jumlah Retribusi
yang terlmtnng maka dikeluarkan SKRD tambahan.

(2 ) lVmungiitan Retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak
keliga/djborongkan.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 13

( 1 ) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain
yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD,
SKRD secara Jabatan dan SKRD tambahan.

(2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk maka hasil
pemeriksaan Retribusi Daerah hams disetor ke Kas Daerah selambat-
lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

Pasal 14

(1) Pembayaran Retribusi hams dilakukan secara tunai/lunas
(2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan Izin kepada Wajib

Retribusi untuk mengangsur Retribusi yang terhutang dalam kurun waktu
tertentudengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Taia earn pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

(1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1)
Peraluran Daerali ini diberikan tandabukti pembayaran.
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(2) Setiap\ pembayaran dicalat dalam Buku Penerimaan.
(3) Bentuk, isi, kwalitas, ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku

penervmaan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIE
i

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 16

(1) Pengeluaran Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal
tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7

aran.( tujuh ) hari sejak jatuh tempo pembay
(2) Dalam , jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Sui'at

feguran/peringatan/Surat lain yang sejenis wajib-Retribusi hams mehmasi
Retribusinya yang terhutang.

(3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh
Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 17

Bentuk-bentuk forinulir ysuig dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan
Retribusi Daerali ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

Diliiuii hal wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar,
dikenakan sanksi administrasi bempa bunga sebesar 2 % (dua person) setiap
bulan diu'i besamya reb'ibusi yang temtang yang tidak atau kui’ang bayar dan
ditagih dengan rnenggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAD X

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 19

Masa. Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya ditetapkan oleh Bupati
sebagai dasar untuk rnenetapkan besamya Retribusi yang terutang.

Pasal 20

Saal Retribusi Terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen
lain yang dipersainakan.

BAB XI
i

TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 21

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan
STRD.
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(2) Pemiphonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini hams

disampaikan secara tertulis kepadaBupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam
jangledwaktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD.

(3) Pengsijuan keberatan tidak menunda pembayaran.
(4 ) Pennbhonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini

harus-dijawab oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu
paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan
diterima

BAB XU

TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBAUAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 22

(1) Wajib Retribusi hai’us mengajukan permohonan secara tertulis kepada
Bupati untuk perhitungan perigembalian kelebihan pembayaran Retribusi.

(2) Permbhomui sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini atas kelebihan
pembayaran Retribusi dapat diperhitungkan terlebih dahulu dengan uang
Retribusi yang telah dibayarkan.

(3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini yang berhak atas
kelebihan pembayaran tersebul dapat diperhitungkan dengan pembayaran
Retribusi selanjutnya.

Pasal 23

(1) Dalam 1ml kelebihan pembayaran Retribusi yang tersisa dilakukan
perhitungan sebagaimana dimaksud pasal 22 Peraturan Daerah ini,
diterbitkan SKRDLB yang paling Iambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya
permohonan pcngembalian kelebihan pembayaran Retribusi.

(2) Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini
dikembalikan kepada wajib Retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak
diterbitkanya SKRDLB.

(3) Pengeinbalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat
waktug 2 (dua) bulan sejak diterbitkanya SKRDLB Kepala Daerah
memberikan imbalan bunga 2% sebulan atas keterlambatan pembayaran
kelebihan Retribusi.

I Pasal 24

(1) Pengeinbalian sebagaimana dimaksud pasal 22 Peraturan Daerah ini
dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan
Retribfsi (SPMKR).

(2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud pada pasal 23 Peraturan Daerah ini
diterbitkan bukti pemindahbukuan yangberlaku jugasebagai pembayaran.

BAB xm
TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN, KETETAPAN,

PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI
ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 25

(1) Bupati. dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan
Retribusi.
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• 11
(2) Tata cara pembcrian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi

sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan

Bupati.
II
Ii rm

Pasal 26 !

1:

;v(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembatalan SKRD dan

STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tubs, kesalahan hitung

dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah tentang Retribusi
Vi

Daerah.
(2) Wajib Retribusi dapaL mengajukan permohonan pengurangan atau

penghapusan sanksi administrasi berupabnnga dan kenaikan Retribusi yang
tevhutang &a\am hal Sanksi. tetsebnt dikenakan karena kek\vi\a£an vjaj’ib
Retribusi ataubukan karenakesaX^iannya.

(V) \NayiV Retribusi dapat mengapikan permobonan pengurangan atau
pembatalan ketetapanRetribusi yang tidak benar.

(<1 ) Pennohonan pembetuian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini
pengurangan ketetapan, penghapnsan atau pengurangan sanksi Administrasi
sebagaimana dimaksud ayat (2.) pasal ini dan pembatalan sebagaimana
dimaksud ayat (3) pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh wajib
Retribusi kcpada Bupati atau pejabai yang ditunjuk paling lama 30 (tiga
pululi) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan
alasan yangjelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonan.

(5) Keputusan atas permolionan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini
dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga)
bulan sejak pennohonan diterima.

(6) Apabila sudah lcvvat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan
ayat (5) pasal ini Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan
Keputusan, rnaka pennohonan pembetulan,pengurangan ketetapan,
pcnghapustui atau pengurnngan sanksi Administrasi dan pembatalan
dianggap dikabulkan.

S1

BAB XIV

KADALUWARSA

Pasal 27

(1) Penagihan Retribusi kadaiuwarsa setelali melampaui jangka waktu 3 (tiga)
tahun lerliitung sejak saal terhutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib
Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

(2) Kadaiuwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini
fertangguh apabila :
a. Diterbitkan Surat Teguran.
b. Ada- pengakuan utang Retribusi dari wajib retribusi baik langsung

maupun tidak langsung.

BAB XV

TATA CARA PENGHAPUSAN RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 2S

(1) Piutangrj Retribusi yang tidak inungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kadaiuwarsa dihapus.

(2) Bupati menetapkan, Keputusan penghapusan Piutang Reh'ibusi Daerali yang
sudah kadaiuwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.
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BAB XVI

>

PENGAWASAN

Pasal 29

Pengawasari untuk pelalcsanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupali atau
Pejabat yang dihunjuk. !

BAB xvn
KETENTUAN PIDANA

; Pasal 30

(1) Barangv siapa yang melanggar Ketentuan yang diatur dalam Peraturan
Daerah'ini diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda
sebanyaik 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terhutang.

(2) TindakPidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB xvm
P E N Y I D I K A N

Pasal 31

1

*r

1
!(1) PejabatrPegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah

diberi Wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan
Tindak|Pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Undangl-undang Nomor 8 Taliun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang
berlakuf

(2) Wewengng Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
a. Mefterima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau

lapbran berkenaan denganTindak Pidana di bidang Retribusi Daerali
agar keterangan atau laporail tersebut menjadi lebili lengkap dan jelas.

b. Mencari, meneliti dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang
Pribgdi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan dengan
sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah.

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang Pribadi atau badan
sehubungan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerali

d. Memeriksa buku-buku, Catalan-catatan dan dokumen-dokumen lain
berkenaan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerali

e. Melakukan Penggelegahan untuk mendapat bahan bukti Pembukuan,
Peneatatan dan Dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan
terhadap bahan bukti tersebut

f. Meminta bantuan tenaga alili dalam rangka pelaksanaan Tugas
Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah.

g. Meityuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan
atau - tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
Identitas Orang dan atau Dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud
padahuruf “e”.

h. Menjotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi
Daerah.

i. Memianggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau Saksi.

j. Mertghentikan Penyidikan.
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i
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untvik kelancaran Penyidikan

Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan.

(.1 ) Pcnyidik ricbugm'imum ditimkmid pndu ayai (l ) meinbcritahuksvn dimulninya
Penyidikan dan ; menyampaikan basil Penyidikannya Kepada Penuntut
Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi/Negara Republik Indonesia, sesuai
dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara
Pidana yang berlaku.

!

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang
bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyaiakan tidakberlaku lagi.

(2) HaJ-hal yang bejlum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang
mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan
Bupati.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Toba Samosir.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 19 Pebruari 2001

BUPATI TOBA SAMOSIR

cap/dto

Drs. SAHALA TAMPUBOLON
Diundangkan di Balige

niada tanggal 20 Pebruari 2001
~

.AH KABUPATEN
Wjf ~ TOBA LOS]

^APUNDUN£J,^N SIMBOLON
I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
NOMOR / TAHUN 2001 SERI £>
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